
1

Surabaya,  12 April 2018

#Energi Berkeadilan
Disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Airlangga Surabaya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
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 Peningkatan 
Kapasitas Listrik 
(35.000 MW)

 Listrik Perdesaan

 Melistriki 2500 
Desa

 Tarif listrik EBT

 Subsidi Tepat 
Sasaran

 BBM Satu Harga

 Jaringan Gas

 Konverter Kit 
LPG untuk 
Nelayan

 1 Nozel SPBG di 
setiap SPBU

 Pemanfaatan EBT

 Pokok-Pokok PPA

 Pembangkit 
Listrik Mulut 
Tambang

 Pembangkit 
Listrik Mulut 
Sumur Gas 

 Hilirisasi Minerba

 PI 10% dari 
Kontrak Migas

 Kilang Swasta

 Harga Gas 
Industri

 PSC Gross Split

 Pengembalian 
Sunk Cost - PSC 

 Penyederhanaan 
Perizinan 

 Online System

 Good Governance

 Akuntabilitas

Kedaulatan dan Kemandirian Energi

Rasio Elektrifikasi
Pemerataan &

Keterjangkauan
Keberlanjutan

Investasi & 
Pertumbuhan

Reformasi 
Birokrasi

#EnergiBerkeadilan
Untuk Kesejahteraan Rakyat, Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi
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PNBP Sektor ESDM
Tahun 2017

dari target PNBP
dalam APBN-P 2017

Total PNBP Nasional
APBN-P 2017

Separuh PNBP Nasional
dari Sektor ESDM

Sektor ESDM
Mempunyai

Peran penting
Bagi pertumbuhan
Ekonomi nasional.

Separuh Pendapatan
Nasional Bukan Pajak

Berasal dari sekotpr ini”

- IGNASIUS JONAN

PNBP SEKTOR ESDM TAHUN 2017

MELEBIHI TARGET

* Penerimaan lainnya mencakup
iuran badan usaha hilir migas
(BBM dan Gas Pipa), Penjualan, 
Jasa Sewa, Diklat, Penerimaan
BLU dan Lainnya

118,7

79,9

111,3

132,0

Realisasi Realisasi RealisasiTarget
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13.14

7.57

20.16

1.19

0.07

10.37

13.01

5.41

2.85

3.80

4.20

2.79

1.75

3.70

3.29

1.07

1.76

3.81

0.69

4.27

1.54

4.61

6.79

4.44

8.49

5.55

9.81

5.48

3.68

8.44

2.06

3.66

6.79

8.66

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah…

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi…

 Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan…

Jasa Pendidikan

 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa lainnya

Kontribusi Sektor ESDM
Terhadap PDB

Sektor
Distribusi 
Thd PDB 

(%)

Pertumbuhan 
2017

(yoy,%)
1. Pertambangan dan Penggalian 7,57 0,69
2. Industri Pengolahan :
2.1. Industri Batubara dan Pengilangan 
Migas

2,27 -0,32

2.2. Industri Logam Dasar 0,73 5,87
3. Pengadaan Listrik dan Gas
3.1. Ketenagalistrikan 0,98 2,41
3.2. Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,22 -4,03

Total Sektor ESDM 11,77
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*sumber, diolah dari:  Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, April 2018 - BPS

Total: 1.78 Juta orang Pegawai
1.39
78%

0.39
22%

Pertambangan  dan Penggalian

Listrik, Gas, dan Air

Juta Pegawai

SERAPAN TENAGA KERJA 2017
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral



6

21.7
17.9

12.7
10.2*

16.8

3.0
8.1

8.2
9.1

12.2**
0.6 1.0

1.6
1.3

2.08.2 5.3

7.2
6.1

6.2

2014 2015 2016 2017 2018

Target dan Realisasi Investasi
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

33,5
32,3

29,7
26,7

* Investastasi Hulu Migas US$ 9.33 
Investasi Hilir US$ 0.85

** Sumber RUPTL 2018 - 2027

Migas

Ketenagalistrikan

Minerba

EBTKE

miliar US$

Target

37,2

Pemerintah terus
fokus pada:
▪ Menghapus Peraturan

dan Perizinan yang 
menghambat Investasi

▪ Fasilitasi Investasi
▪ Mempercepat

pengambilan keputusan
strategis
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Melindungi daya beli rakyat:

Harga BBM & Listrik tidak naik, 

saat harga energy global tinggi

Kontrak Gross Split Migas

lebih adil:

• Melindungi investor saat

harga minyak rendah

• Windfall bagi Pemerintah

saat harga minyak bagus

Harga jual batubara untuk pembangkit

listrik untuk kepentingan umum ditetapkan

US$ 70 per ton
(Kalori 6.322 GAR)
Jika di bawah harga tersebut, mengacu pada

harga batubara acuan (HBA)

Agar tariff listrik tetap terjangkau,

Untuk melindungi daya beli

masyarakat dan daya saing industri

TANTANGAN HARGA KOMODITI GLOBAL
Mitigasi dengan Policy Action yang Tepat
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Migas Minerba Ketenagalistrikan EBTKE

Sesuai Arahan Presiden,

Kita pangkas Perizinan dan Birokrasi untuk menciptakan iklim 

investasment friendly, mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan lapangan kerja”

“
Ignasius Jonan
Menteri Energi dan sumber Daya Mineral

Perizinan dan Regulasi yang Menghambat Investasi terus Dipangkas

Periode Pencabutan

90 Peraturan

96 Perizinan (Sertifikat, Rekomendasi dll)

JAN

2018
11 Peraturan 

Feb-I

2018

30 Peraturan 

2 Perizinan

Feb-II

2018

45 Peraturan 

72 Perizinan

Mar

2018

4 Peraturan 

22 Perizinan

Deregulasi itu dampaknya 

mempermudah dan memangkas 

bisnis proses 

Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi dan sumber Daya Mineral

ESDM

18 Peraturan

23 Perizinan

SKK Migas

12 Peraturan

BPH Migas

3 Peraturan

32 Peraturan

64 Perizinan
20 Peraturan 9 Peraturan

5 Perizinan

186 Perizinan/Sertifikasi Dicabut 

“
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untuk Infrastruktur

Rakyat

Pertama kali 56% anggaran KESDM 
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REALISASI
BBM SATU HARGA 
s.d Maret 2018

59
Titik
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KONVERTER KIT 

BBM KE LPG
UNTUK NELAYAN

RENCANA 2018

25.000
di 58 Kab/Kota

U
n
it

• Mengurangi biaya operasional

Rp. 30.000 – Rp. 50.000/hari

• Mengurangi konsumsi BBM, 

energi jadi lebih bersih dan

aman

Realisasi 2017

17.081
di 28 KAB/KOTA

U
n

it

1. Kab. Pasaman Barat

2. Kota Padang

3. Kab. Gorontalo

4. Kab. Lombok Barat

5. Kab. Lombok Timur

6. Kab. Sukabumi

7. Kab. Tuban

8. Kab. Pati

9. Kab. Banyuwangi

10. Kab. Pasuruan

11. Kab. Probolinggo

12. Kota Makassar

13. Kab. Cilacap

14. Kab. Demak

15. Kab. Maros

16. Kab. Jeneponto

17. Kab. Soppeng

18. Kab. Pemalang

19. Kab. Pekalongan

20. Kab. Mamuju

21. Kab. Jembrana

22. Kab. Malang

23. Kab. Labuhan Batu

24. Kab. Agam

25. Kota Surabaya

26. Kab. Lamongan

27. Kab. Jepara

28. Kab. Cirebon

Mekanisme

Mixer
Mekanisme

Tee Joint
Mekanisme

Regulator
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Kumulatif

Tambahan

Per Tahun

PEMBANGUNAN
JARINGAN GAS KOTA

(JARGAS)

Tahun 2018
APBN :  87.531 SR
PERTAMINA :  2.000 SR
PGN :  550 SR

ALOKASI GAS DOMESTIK (%)
PIPA GAS (KM)

Kapasitas

Terpasang

Capaian Target Capaian Target
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Capaian lifting migas sebesar 1.944 ribu BOEPD, 

atau 98,9% dari Target APBNP 2017 sebesar

1.965 ribu BOEPD

LIFTING
Minyak dan
Gas Bumi

Upaya mengejar realisasi

Lifting Migas:

Mendorong percepatan kegiatan

eksplorasi dan penyelesaian proyek

pengembangan lapangan;

Melakukan pemeliharaan untuk

meningkatkan kehandalan fasilitas

produksi untuk meminimalkan

unplanned shutdown;

Mendorong KKKS untuk menambah

investasi dalam kegiatan eksploitasi

seperti pemboran dan workover;

Melakukan optimalisasi stok minyak

untuk di lifting;

Mempercepat penyelesaian masalah

non-teknis (perizinan, lahan, dll)

Minyak Bumi
ribu barrel oil per day (bopd)

Gas Bumi
ribu barrel oil equivalent per day (boepd)

1216 1190 1188
1140

1200

794 779
829 815 800

2010 1969
2017

1944
2000

2014 2015 2016 2017 2018

Gas Bumi Minyak Bumi Total

MBOEPD

MBOEPD

MBOPD
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Perkembangan Proyek Migas Strategis

▪ Proyek Migas laut dalam (deep water) 

Indonesia

▪ Beroperasi Mei 2017  Lebih cepat

dari target (juni 2017)

▪ Produksi gas 450 mmscfd dan bisa

ditingkatkan hingga 600 mmscfd

▪ Investasi US$ 5,9 Miliar

▪ Grounbreaking 25 September 2017 

setelah lama menggantung

▪ Efisiensi investasi dari US$ 2,1 Miliar

menjadi US$ 1,5 Miliar

▪ Penjualan gas 172 mmscfd, disalurkan

untuk pembangkit listrik dan industry di 

Jateng dan Jatim

▪ Harga Jual gas US$ 7,6/MMBTU (Flat)

▪ Menyerap 6000 Tenaga kerja

▪ Keputusan pengembangan di onshore

(setelah lama menggantung)

▪ Mendorong perekonomian wilayah

setempat (Industri Petrokimia)

▪ Upaya efisiensi investasi menjadi

sekitar US$ 15,5 Miliar

▪ Sedang melakukan PreFEED untuk

penentuan Kapasitas Fasilitas offshore & 

Darat (onshore) LNG 9,5/7,5 MTPA dan

Gas Pipa 150 MMSCFD

JANGKRIK JAMBARAN TIUNG BIRU MASELA
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PERKEMBANGAN PENAWARAN

BLOK MIGAS SKEMA GROSS SPLIT

Lelang Blok Migas 2017 (Gross Split) Diminati Investor

Blok Migas Pemenang

Andaman I Mubadala Petroleum Ltd

Andaman II Konsorsium Premier Oil Far East Ltd – KrissEnergy – Mubadala Petroleum Ltd

Merak – Lampung PT Tansri Madjid Energi

Pekawal PT Saka Energi Sepinggan

Wet Yamdena PT Saka Energi Indonesia

Lelang Blok Migas 2018 (Gross Split)

✓ 24 Blok Konvensional

✓ 2 Blok Non Konvensional
Lelang Blok Migas Konvensional

Diminati

Ditawarkan
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Penerimaan Pemerintah VS Cost Recovery
Inefisiensi kontraktor dapat mengganggu APBN
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INSENTIF PAJAK PSC COST RECOVERY1

INSENTIF PAJAK PSC COST RECOVERY2
PP No.53/2017
• Tidak ada pengenaan pajak dari tahapan

ekplorasi hingga first production

• Loss carry forward hingga 10 tahun

• Depresiasi dipercepat

• Pengenaan indirect tax pada masa

produksi diperhitungkan di dalam

keekonomian lapangan yang akan

dikompensasi melalui split adjustment

PP No.53/2017
Insentif Hulu

• Investment Credit, Domestic Market 

Obligation (DMO) holiday, depresiasi

dipercepat.

• Cost Sharing Bebas PPh dan PPn

Selama masa eksplorasi dan

eksploitasi:

• Bebas bea masuk import barang

• Insentif PPn/PPnBM, PPh, dan

PBB

KEGIATAN EKSPLORASI MIGAS

BEBAS PAJAK
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1,195 
3% 3,414 

10%

12,693 
35%

16,994 
48%

1,504 
4%

Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Dengan Peningkatan Melistriki Desa dan Akomodasi Kearifan Lokal

1.012 kWh/Kap

1.250 
kWh/Kap

(2019)

Konsumsi Listrik Per Kapita 

2013 2014 2015 2016 2017

Capaian Program 35 GW

COD/komisioning  :  1.504 MW
Konstruksi :16.994 MW
PPA :12.693 MW 
(belum konstruksi)
Pengadaan :  3.414 MW 
Perencanaan :  1.195 MWTerdapat 2.519 desa yang listriknya 

belum masuk sama sekali, kita akan 
fokus kesana, karena pemerataan itu 
penting

-Ignasius Jonan-

2014
2015
2016
2017
2018

84,4%
88,3%
91,16%
95,35% (Target 92,75%)  

97,5% (Target)

35,8 
GW

Status 15 Maret 2018

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

51,019
53,065

55,528

59,656 60,790

Upaya Peningkatan Konsumsi 
Listrik melalui:
✓ Mobil Listrik;
✓ Kompor Listrik

“

Kapasitas Pembangkit Listrik
Terpasang (MW)

Penyediaan listrik (utamanya berbasis Energi Baru Terbarukan) kapasitas <50 MW bagi 
desa belum berkembang, desa terpencil, perdesaan perbatasan, dan pulau kecil 
berpenduduk yang belum memiliki akses listrik.

Percepatan Elektrifikasi Perdesaan (Permen ESDM No. 38/2016)
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MENINGKATKAN RASIO ELEKTRIFIKASI“

95,35%
Realisasi 2017
(Target 92,75%)

67.2

73.0
76.6

80.5
84.4

88.3
91.2

95.4
97.5 99.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rasio elektifikasi (%)

TargetRealisasi

50 -70

<50

INFORMASI

> 70

ACEH

99,80 

SUMUT

99,90 

RIAU

96,35

JAMBI

95,67

BABEL

99,99

KEPRI

77,96

BENGKULU

98,81

LAMPUNG

94,54

SUMBAR

91,63

SUMSEL

90,67

BANTEN

99,99

JABAR

99,99 DIY

99,99

DKI 

99,99 
JATENG

99,48  

BALI

99,91

JATIM

95,19 

KALBAR

91,93

NTB

86,40

NTT

61,02

PAPUA

62,10

PABAR

96,77

MALUKU

89,09

MALUT

97,42

SULTRA

82,89

SULSEL

99,99

KALSEL

94,34

KALTENG

81,96

KALTARA

84,79

KALTIM

99,99

SULBAR

96,32

GORONTALO

88,70

SULTENG

81,25

SULUT

97,36

96.08

96.44

97.00

97.50

95

95.5

96

96.5

97

97.5

98

1 2 3 4TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Note:
*) Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan

antara jumlah rumah tangga berlistrik

dengan total jumlah rumah tangga

Nasional: 97,50%

Target Rasio Elektrifikasi per-Triwulan 2018
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PANGSA BBM PEMBANGKIT 

TENAGA LISTRIK  (%)

Porsi BBM menurun seiring dengan
peningkatan porsi energy terbarukan

SUSUT JARINGAN (%)

✓ Penigkatan pengawasan untuk
mencegah pencurian listrik

✓ Modernisasi system penyaluran dan
meeting

KONSUMSI LISTRIK (kWh/Kapita)

✓ Konsumsi listrik terus meningkat seiring
peningkatan akses/elektrifikasi dan
pertumbuhan ekonomi

✓ Mendorong pengembangan kendaraan listrik
dan kompor listrik

BAURAN PEMBANGKIT PRIMER

PEMBANGKIT LISTRIK 2017
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3
Kontrak

telah COD

22
Kontrak

Tahap

Konstruksi
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BAHAN BAKAR NABATI (BBN) (Juta KL)

Produksi BBN 
• Kebijakan mandatori campuran BBN ke BBM sebesar 20% 

(B20) sejak tahun 2016
• Tantangan pengembangan BBN: Rendahnya harga minyak 

dunia, menyebabkan selisih harga BBN & BBM tinggi
• Diberikan insentif melalui BPDP Kelapa Sawit

PENURUNAN EMISI CO2 | Juta Ton CO2

Sebagai komitmen nasional dalam penurunan emisi
(sesuai UU No.16/2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement to UNFCC dan Perpres No.61/2011 tentang
RAN-GRK)

Pemanfaatan EBT Mendorong
Penurunan Emisi CO2
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2018

Menerangi 175.782 rumah di 
15 Provinsi

Spesifikasi LTSHE

Solar Panel dengan 4 Lampu LED dan Port USB,  

memberi manfaat yang besar pada Remote Area
“

Telah dipasang di 5 provinsi 

2017

Akan dipasang di 15 provinsi 

2018

2.519 Desa pada Tahun 2019

Menerangi 79.564 *) rumah di 5 Provinsi

*) sesuai kontrak
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0815

Hilirisasi Mineral untuk

Sebesar-besarnya

Kemakmuran Rakyat

Divestasi Saham harus
mencapai 50%

Mendorong percepatan
pembangunan smelter

Menjamin peningkatan
penerimaan negara

Kepastian masa operasi

LANDMARK PENGELOLAAN

MINERAL DAN BATUBARA

Terciptanya lapangan kerja
bagi rakyat Indonesia

Pertumbuhan ekonomi
daerah dan nasional

Peningkatan peran nasional
dalam pengusahaan tambang

Iklim investasi usaha
yang kondusif

Peningkatan harga jual
produk mineral pemurnian

REGULASI MINERBA

PP Nomor 8/2018 jo PP Nomor 1/2017
Tentang Perubahan Kelima atas PP No.23/2010 Tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

• Divestasi saham hingga 51% secara bertahap;

• Penetapan harga untuk penjualan mineral dan batubara;

• KK hanya boleh mengekspor hasil pemurnian;

• Waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK lebih awal, untuk memberikan

kepastian investasi (5 tahun sebelum izin berakhir).

Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan

dan Pemurnian di Dalam Negeri

• Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian

wajib melakukan pengolahan dan pemurnian;

• Melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi

batasan minimum pemurnian;

• Dapat menjual konsentrat selama 5 tahun dengan syarat:

1) Telah atau sedang membangun smelter;

2) Membayar bea keluar;

3) Bentuk pengusahaannya wajib IUPK OP

Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2017
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan

Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum memperoleh persetujuan ekspor dengan syarat:

• Komitmen membangun smelter dalam 5 tahun;

• Evaluasi tiap 6 bulan oleh verifikator independen; 

• Sanksi pencabutan rekomendasi jika tidak memenuhi komitmen;

• Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran

• PNBP selama 1 tahun terakhir dari Ditjen Minerba
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Regulasi
Yang memastikan implementasi hilirisasi

mineral dan meningkatkan peran nasional
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Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba

menghasilkan pencabutan2.595 IUP oleh

Pemerintah Daerah pada periode 2015-2017

sehingga mulai tahun 2018 semua IUP di

Indonesia sebanyak 6.565 IUP sudah berstatus

CnC

“
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PENGEMBANGAN FASILITAS PENGOLAHAN 

DAN PEMURNIAN
Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen

pembangunan smelter melalui evaluasi izin

ekspor
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Tanggap Darurat
Badan Geologi KESDM
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Tanggap Darurat Badan

Geologi KESDM
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Pengeboran Air Tanah di Daerah Sulit Air
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Penurunan Level Status Gunung Agung 
dari Status Awas (Level IV) ke Status Siaga (Level III), 10 Februari 2018
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Desa Aou, Kec. Pulau Tiga, Asmat, 
100% Elektrifikasi
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48 Unit LTSHE di Desa Aou Kec. Pulau Tiga, Kab. Asmat, 
100% Elektrifikasi

Solar Panel
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110 Unit LTHSE, Desa Sori Tatanga,  Dompu, NTB, 18 November 2017
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Sebanyak 33 Unit LTSHE di Desa Munak, Jayawijaya,
22 Desember 2017
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Sebanyak 20.851 unit LTSHE terpasang di Kabupaten Lanny Jaya (15 Distrik)
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Pegunungan Lanny Jaya di malam hari 
dengan Lampu LTSHE 
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529 unit LTSHE di Kab. Tambrauw, 
13 Februari 2018
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“Dapat melistriki 130 KK di 103 rumah ~ tiap rumah rata-rata 
mendapat jatah sekitar 600 watt jam per harinya”

Peresmian PLTS Terpusat Off Grid (30 kWp), Desa 
Amdui, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, 21 Agustus 2017
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Terima Kasih 
&

Follow Kami
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Pemanfaatan EBT untuk Listrik yang Terjangkau oleh Rakyat dan Ramah Lingkungan

* RKAB: Rencana Kerja dan

Anggaran Biaya Perusahaan

*

✓ PLTS
✓ PLTB
✓ PLTBm
✓ PLTBg
✓ PLTALaut

Harga Pembelian Tenaga Listrik
Jika BBP Pembangkitan di Sistem 
Ketenagalistrikan Setempat: Jika BPP Pembangkitan di sistem 

ketenagalistrikan setempat         Rata-rata BPP 
pembangkitan Nasional

>✓PLTSa
✓PLTP
✓PLTA

PLTA, PLTS PLTB, PLTBm, PLTALaut dan 

PLTBg

PLTP dan PLTSa

Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional 
BPP Berdasarkan kesepakatan (BtoB)

Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional 

Harga Pembelian maksimal 85%
dari BPP Pembangkitan Setempat

>

≤

100%

Permen ESDM No. 50/2017

Melalui Mekanisme Pemilihan 
Langsung

Sesuai Ketentuan Perundang-
Undangan

Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik

Harga Pembelian Maksimal 100 % 
dari BPP pembangkitan Nasional

Berdasarkan Kesepakatan , Jika BPP 
Pembangkitan di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali 
atau Wilayah Kelistrikan setempat        Rata-rata 
BPP Pembangkitan Nasional 

≤
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Lokasi di Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan

PLT Bayu Sidrap (30x2,5 MW) 
Direncanakan COD pada Kuartal I 2018

Pengembangan Pembangkit Listrik EBT

Target COD :
Kuartal I 2018

Harga PPA : 
US$ 11,41 cent/kWh

Investasi :
US$ 150 Juta

Rata-rata Kecepatan Angin :
(85 m) 7+ m/s (25+ KPH)

Proyek EBT Skala Besar

PLTB Jeneponto

Kapasitas 60 MW

PLTB Sidrap II

Kapasitas 50 MW

PLTB Tanah Laut

Kapasitas 70 MW

PLTS Terapung 

Cirata

Kapasitas 200 MW
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Umur Teknis, Paling Lama

Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017

KEPASTIAN USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
Memberikan kepastian usaha: 
• Resiko goverment force majeur dihapus
• Keseimbangan/pembagian resiko yang berkeadilan

Pokok-pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
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14,5%
ICP/MMBTU

(plant gate)

≤
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KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT:

Bagian Negara Lebih Baik, Keuntungan Lebih Bagi Kontraktor


